5.1.

5.2.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian pada bagian analisis, penulis menarik
kesimpulan dari skripsi sebagai berikut:Bahwa masih adanya permasalah
yang terjadi, dimana masih ada CPMI yang melakukan manipulasi dokumen
administrasi seperti; manipulasi umur, izin orang tua, dan tidak adnya
KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), dan adanya oknum atau instansi

yang melakukan prekrutan tanpa berkoordinasi dengan Pemdes.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang
diberikan dalam penulisan ini yaitu :Pemdes harus mengoptimalkan
sosialisasi informasi kepada masyarakat tentang tata cara prekrutan CPMI
agar apabila nanti CPMI mendapati adanya oknum yang ingin melakukan
perekurtan diluar prosedur yang seharusnya, CPMI segera melaporkannya
agar bisa ditindak lanjuti.Selain itu harus ada pengawasan secara ketat
terhadap oknum atau instansi yang melakukan prekrutan, dan melaporkan
kepihak yang berwenang jika ditemukanya kegiatan prekrutan non-
prosedural oleh oknum atau instansi yang menyeleweng dari aturan yang

ada. Diharapkan juga untuk CPMI tidak bekerja sama dengan oknum yang
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berbuat curang dalam perekrutan untuk mencegah hal-hal yang tidak

diinginkan dikemudian hari ketika CPMI sudah bekerja.
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